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KATA PENGANTAR  

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Sang Maha Kuasa, Maha 

Pencipta seru sekalian alam serta Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan 

rahmat dan dengan ridha-nya, akhirnya dapat diselesaikan penyusunan buku ajar berupa 

modul berjudul Public Policy untuk para pembelajar ilmu Kebijakan Publik. 

Bertitik tolak dari uraian pemahaman kebijakan publik secara teoritik yang 

kemudian relevansinya dengan aspek kontekstual di lapangan, meliputi 14 Bab yaitu 

Pentingnya Studi Kebijakan Publik, Konsep Kebijakan Publik, Masalah dan Isu 

Kebijakan, Agenda Kebijakan, Formulasi Kebijakan, Model Formulasi Kebijakan, 

Adopsi dan Ratifikasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi 

Kebijakan, Revisi dan Terminasi Kebijakan, Rekomendasi Kebijakan, Comparative 

Public Policy, Tantangan Kebijakan Publik, dan Kebijakan Publik Yang Unggul. 

Penyusunan buku ini dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan 

yang bersifat dinamis, dipadukan dengan pengalaman pribadi selaku praktisi dan dosen 

Kebijakan Publik. 

Menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu 

saran dan komentar konstruktif bagi perbaikan selanjutnya sangat kami harapkan. 

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa dan pembelajar 

Kebijakan Publik. 

Wassalamualaikum, Wr. Wb. 

Penyusun 
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SINOPSIS 

 

Pada modul 1 Pentingnya Studi Kebijakan Publik disajikan sebagai pengantar 

yang memuat deskripsi pentingnya studi kebijakan publik, beberapa ruang lingkup 

kebijakan publik, penggolongan studi kebijakan publik, pendekatan dalam studi 

kebijakan publik, serta analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan publik mempunyai 

tujuan memberikan rekomendasi kepada public policy maker untuk memecahkan 

masalah-masalah publik. 

Pada modul 2 Konsep Kebijakan Publik disajikan beberapa definisi/pengertian-

pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Apabila serangkaian pengertian tersebut 

diambil maknanya, maka kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat 

oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk- petunjuk 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-

peraturan atau dekrit-dekrit pemerintah. Pada modul ini juga dijelaskan mengenai 

kerangka kerja kebijakan publik, karakteristik kebijakan publik, dan lingkungan 

kebijakan. 

Pada modul 3 Masalah dan Isu Kebijakan memuat pembahasan mengenai 

permasalahan publik yang tidak ada habis-habisnya. Karena masing-masing individu 

memiliki kepentingan berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda itu membuat 

pihak yang berkepentingan (stakeholders) bersuara dan ikut “menitipkan” suaranya 

tersebut. Selain dijabarkan masalah publik, pada modul ini juga dijabarkan isu 

kebijakan. Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik 

tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. 

Selain kedua pengertian masalah dan isu kebijakan tersebut, pada modul ini juga 

dijelaskan perumusan masalah kebijakan dan tipologi masalah kebijakan. 

Pada modul 4 Agenda Kebijakan disajikan pembahasan mengenai agenda 

kebijakan atau disebut agenda setting yang merupakan tahapan penting dalam proses 

perumusan kebijakan. Dalam proses penyusunan agenda (agenda setting) dimulailah 

proses politik, konflik dan kompetisi yang lebih intensif dibandingkan pada tahapan 

identifikasi masalah. Agenda setting merupakan tahap dimana diputuskan masalah yang 

menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat menjadi kebijakan. Didalam modul ini juga 
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dijabarkan mengenai tahapan agenda setting, aktor-aktor agenda setting, hubungan 

masyarakat dan pemerintah dalam agenda setting, dan agenda pemerintah. 

Pada modul 5 Formulasi Kebijakan disajikan pembahasan mengenai formulasi 

kebijakan yang merupakan salah satu alat penting dalam tahapan kebijakan yang 

berkaitan dengan pengelolaan kebijakan, baik pemerintah maupun non- pemerintah. 

Formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang di bentuk 

oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari 

sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang 

terbaik. Selain pengertian formulasi kebijakan, didalam modul ini juga dijelaskan 

mengenai alasan-alasan dilakukannya formulasi kebijakan, interaksi aktor-aktor dalam 

formulasi kebijakan publik serta alasan umum masyarakat menolak kebijakan. 

Pada modul 6 Model Formulasi Kebijakan dikemukakan pembahasan mengenai 

model-model yang digunakan dalam formulasi kebijakan, diantaranya adalah model 

kelembagaan, model teori elit, model kelompok, model teori politik, model rasional, 

model inkremental, model pengamatan terpadu, model proses, model teori permainan, 

model pilihan publik, model demokratis, model strategis, dan model deliberatif. 

Pada modul 7 Adopsi dan Ratifikasi Kebijakan disajikan pembahasan mengenai 

adopsi dan ratifikasi kebijakan. Adopsi kebijakan merupakan langkah lanjut setelah 

formulasi kebijakan. Tujuan adopsi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses 

dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh 

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Adapun ratif ikasi 

kebijakan adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen 

yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui 

persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Didalam modul tersebut juga 

dijelaskan mengenai dasar hukum adopsi dan ratifikasi kebijakan serta tahapan-tahapan 

adopsi dan ratifikasi kebijakan. 

Pada modul 8 Implementasi Kebijakan memuat pembahasan mengenai 

implementasi kebijakan yang merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh 

oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output 

dan outcomes seperti direncanakan. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan output 

dan outcomes yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasian 
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tanpa diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi catatan-catatan 

elit. Didalam modul tersebut juga dijelaskan mengenai konsep dan teori implementasi 

kebijakan, perspektif implementasi kebijakan, syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, dan 

model-model implementasi kebijakan. 

Pada modul 9 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dikemukakan pembahasan 

mengenai monitoring dan evaluasi kebijakan. Monitoring kebijakan merupakan 

prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab 

dan akibat dari kebijakan publik. Monitoring juga merupakan sumber informasi utama 

tentang implementasi kebijakan. Sedangkan evalusi kebijakan adalah kegiatan menilai 

sajauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada 

konstituennya. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mencapai hasil 

yang maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Didalam modul tersebut 

juga dijelaskan mengenai peran dan fungsi monitoring dalam analisis kebijakan, jenis-

jenis hasil kebijakan, tujuan dari monitoring, syarat-syarat pelaksanaan kebijakan, 

pendekatan monitoring, konsep evaluasi kebijakan, pendekatan terhadap evaluasi, 

model evaluasi kebijakan, pentingnya evaluasi kebijakan, evaluasi formulasi dan 

implementasi kebijakan, serta evaluasi hasil dan dampak kebijakan. 

Pada modul 10 Revisi dan Terminasi Kebijakan disajikan pembahasan mengenai 

revisi dan terminasi kebijakan. Revisi kebijakan adalah proses yang terjadi sebagai 

akibat interaksi dari berbagai pihak yang berkoalisi. Konsep revisi kebijakan ( policy 

change) merujuk pada penggantian kebijakan yang sudah ada dengan satu atau lebih 

kebijakan yang lain. Perubahan kebijakan ini, meliputi pengambilan kebijakan baru dan 

merevisi kebijakan yang sudah ada. Revisi Kebijakan diperlukan karena kebijakan itu 

hidup, sebab ada pada masyarakat yang hidup. Sedangkan terminasi kebijakan bisa 

dipandang sebagai akhir dari sebuah kebijakan atau program yang telah mencapai 

tujuan maupun awal dari proses perbaikan kebijakan terdahulu yang keliru. Para 

pengambil keputusan memiliki tanggung jawab untuk secara peka memantau kebijakan 

publik mana yang tidak efisien dan efektif dan selanjutnya sesegera mungkin 

mengeliminir kebijakan tersebut. 

Pada modul 11 Rekomendasi Kebijakan memuat pembahasan mengenai 

rekomendasi kebijakan. Pada umumnya, hasil analisis terhadap sebuah kebijakan 

dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut policy paper, policy brief, dan policy 
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memo. Policy paper adalah sebuah dokumen yang dihasilkan dari sebuah proses 

dan/atau menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. 

Policy brief merupakan dokumen ringkas dan netral yang berfokus pada isu tertentu 

yang membutuhkan perhatian pengambil kebijakan, yang memaparkan alasan/rasional 

pemilihan alternatif kebijakan tertentu yang ada pada tataran perdebatan kebijakan. 

Sedangkan policy memo adalah rekomendasi singkat akan satu isu kebijakan untuk 

landasan pembuatan keputusan kebijakan yang bersifat terbatas. Selain ketiga 

pengertian rekomendasi kebijakan tersebut, dijelaskan pula susunan, tujuan, manfaat, 

kelebihan, kekurangan, serta contoh bentuk ketiga rekomendasi kebijakan tersebut. 

Pada modul 12 Comparative Public Policy (CPP) disajikan pembahasan mengenai 

comparative public policy yang merupakan suatu metode mempelajari kebijakan publik 

(meliputi proses kebijakan, hasil kebijakan dan dampak kebijakan) yang dilakukan 

dengan mengadopsi pendekatan “comparative ”, yaitu membandingkan kebijakan 

tertentu dengan kebijakan yang lain yang ada di negara tertentu dengan yang ada di 

negara yang lain. CPP meliputi analisis teori dan analisis praktik yang diarahkan untuk 

memecahkan permasalahan (sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakannya) secara 

lebih detail dan rinci. Selain penjelasan mengenai pengertian CPP, didalam modul 

tersebut juga dijelaskan kerangka kerja CPP, pendekatan CPP, studi perbandingan 

kebijakan, identitas dan perkembangan studi kebijakan publik komparatif, tantangan 

dan peluang studi kebijakan publik komparatif, perbandingan kebijakan publik 

indonesia dan amerika serikat bidang pendidikan, dan perbandingan kebijakan 

penanganan Covid -19 antara pemerintah Indonesia, Cina dan Italia. 

Pada modul 13 Tantangan Kebijakan Publik disajikan pembahasan mengenai 

tantangan kebijakan publik. Tantangan kebijakan publik muncul karena dalam setiap 

proses kebijakan publik selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (gap) 

antara apa yang “diharapkan” oleh pembuat kebijakan dengan apa yang “nyatanya” 

dicapai sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Sederhananya adalah 

setiap kebijakan publik mengandung risiko untuk gagal. Kegagalan kebijakan tentu 

terjadi karena 2 (dua) hal, pertama tidak terimplementasikan dan kedua implementasi 

yang tidak berhasil. Selain kedua alasan kegagalan kebijakan tersebut, didalam modul 

ini dibahas pula penyebab permasalahan dan tantangan kebijakan publik di Indonesia, 

serta kebijakan publik deliberatif dan tantangannya. 
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Pada modul 14 Kebijakan Publik Yang Unggul disajikan pembahasan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kebijakan sehingga membuatnya unggul. 

Kegagalan atau keberhasilan suatu negara yang terlanda krisis untuk bangkit sama cepat 

dengan bangsa- bangsa lain yang terlanda krisis, tergantung kepada ketersediaan 

kebijakan publik yang unggul dari negara tersebut. Diantara faktor-faktor yang 

membuat kebijakan itu sendiri unggul adalah pendapatan perkapita, pembangunan 

manusia, serta pelayanan publik. Didalam modul ini juga dibahas mengenai kebijakan 

publik yang ideal dan kebijakan publik yang baik (pro publik). 
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